PIMPINAN DPRD KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 170/SK - 30/I1X/2018

TENTANG

PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TERHADAP

RANCANGAN PERATURAN DAERAH MENJADI PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2018

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,

Menimbang

Mengingat

Loa.

bahwa dalam rangka pelaksanaan sistem
Pemerintahan Daerah berdasarkan penerapan
otonomi daerah secara nyata dan bertanggung
jawab, maka perlu adanya persetujuan DPRD
Kabupaten Kutai Kartanegara terhadap
Penetapan Raperda menjadi perda ;

. bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik

Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah;

bahwa berdasarkan Paripurna ke - 5 pada tanggal
21 Mei 2018 tentang Pembentukan Panitia
Khusus Rancangan Peraturan Daerah;

. bahwa sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b

dan huruf c tersebut di atas, maka perlu
menetapkan Rancangan Peraturan Daerah
menjadi Peraturan Daerah;

. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27

Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-undang
Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan
sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);



. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17
Tahun 2003 tentang Keuangan  Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33
Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
126, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4438);

. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82
(TambahanLembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5234);

. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17
Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan
Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5568);

. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5589);

. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor
8 Tahun 2002 tentang Perubahan nama
Kabupaten Kutai menjadi Kabupaten Kutai
Kartanegara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 13 );



Memperhatikan

Menetapkan
KESATU

g1

8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor

10.

11.

58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor

18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor
12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan
Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6197);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik
Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
2036);

Rapat Paripurna Ke — 11 Masa Sidang I Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai
Kartanegara tanggal 24 September 2018 tentang
Laporan Badan Anggaran dan Persetujuan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Rancangan
Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD)
Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran
2018 dan Laporan Akhir Panitia Khusus dan
Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Kutai Kartanegara Terhadap 4 (empat)
buah Rancangan Produk Hukum Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan Rancangan  Peraturan  Daerah

menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Kutai

Kartanegara Tahun 2018 tentang :

1. Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2
Tahun 2011 tentang Pajak Daerah

2. Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13
Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan
Administrasi Kependudukan Kabupaten Kutai
Kartanegara

3. Pembangunan dan Pengembangan Kawasan
Transmigrasi



KEDUA

KETIGA

Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya
Keputusan ini di bebankan pada Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai
Kartanegara Tahun 2018

Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini

mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal eptember 2018

UDDIN

Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur Kalimantan Timur di - Samarinda.
2. Bupati Kutai Kartanegara di - Tenggarong.

3. Arsip.



